
  
 

17 | Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol 13, No 2., 2022 

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK 

PENGELOLAAN KEUANGAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI 
BADAN HUKUM (PTN-BH) 

 
Nadiya Erike Tamara 
Achmad Supriyanto 

e-mail: nadiyaerike18@gmail.com  
a.supriyanto.fip@gmail.com 

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 05 Malang 65145 

 
Abstract: The autonomy of higher educationJmanagement is stated in 
LawJNumber 12 of 2012Jwhich includesJfinancial management 
orJfunding for State Universities. In Article Article 64 ofJAct/12 The year 
2012 isJmentioned AutonomousJUniversity management 
includesHacademic andGfield nonakademik. InGthe financial 
managementGof State UniversitiesHLegal EntitiesI(PTN-BH) until 
nowHthere has beenIno financial standards can beIused. Both 
regulationsJissued by the governmentJor relevantJminister. Whereas in 
GovernmentJRegulation No. 26JYear 2015JAbout ShapesJAnd 
UniversitiesHFunding MechanismsGLegal Entity. Article 20Gstated that 
theHfinancial statementsJhave been preparedJbased PTN LawLFirm 
generally acceptedLaccounting principlesIin accordance with 
accountingJstandards establishedJby the Indonesian InstituteJof 
Accountants. The purposeJof the studyIwas to determineIthe use of 
FinancialIAccountingIStandards (SAK) which is suitable forIuse by PTN-
BH. The method used is a study of literature from various journals 
byIobtaining data inHthe library,Hgrouping sources,Hand compiling 
research materialsHand thenHreviewing andJdrawing a conclusion. 
TheIdata analysisIwas done by usingHphenomenology. FromHthe 
resultsJshown in theJfinancial statementsJdifferences betweenIPSAK 
45 to PSAKJETAP, the StateIAgency forIHigher EducationILaw (PTN-
BH) whichJis a non-profitJentity is very suitableJand ideal forJuse 
PSAKJ45 as the basic referenceIin preparingIthe financialIstatements. 
 
Abstrak: OtonomiJpengelolaan perguruanJtinggi tercantumJdalam 
UUJNomor 12 Tahun TahunK2012 yang mencakupKtata kelola 
keuanganKatau pendanaan untukKPerguruan TinggiINegeri. 
DalamIPasalI64 UU/12HTahun 2012 disebutkanHOtonomi pengelolaan 
PerguruanJTinggi meliputiIbidang akademikIdan bidang 
nonakademik.IDalam pengelolaan keuanganIPerguruan TinggiINegeri 
BadanIHukum (PTN-BH)Isampai sekarangIbelum ada 
standarJkeuangan yangHdapat digunakan. PeraturanJPemerintah 
NomorI26 Tahun 2015 TentangHBentuk Dan MekanismeHPendanaan 
PerguruanJTinggi Negeri BadanJHukum Pasal 20Jdisebutkan 
bahwaJLaporan keuanganJPTN-BH disusun berdasarkanJprinsip 
akuntansiJyang berlaku umum sesuaiJdengan standar 
akuntansiJkeuangan yang ditetapkanHoleh Ikatan AkuntanHIndonesia. 
Tujuan penelitianHadalah untuk mengetahui penggunaanHStandar 
Akuntansi KeuanganH(SAK) yang cocokIuntuk digunakanIPTN-BH 
MetodeIyang digunakan adalahJstudy literature dariJberbagai 
jurnalJdengan memperoleh data diJpustaka, mengelompokkanJsumber, 
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danJmeyusun bahanJpenelitian kemudian dikajiiJdan ditarik 
suatuJkesimpulan. Dari hasilIpenelitian terlihatIperbedaan dalam 
laporan keuanganIantara PSAKJ45 denganJPSAK ETAP. PSAK 
45Isangat tepat untukIdijadikan dasarHrujukan dalamHmenyusun 
laporanHkeuangan bagi PTN-BHHyangHmemiliki karakteristikInirlaba.  
 
 

 
PENDAHULUAN 

PadaGera saat ini diperlukanHpendidikanHtinggi yangGmampu 
mengembangkan ilmuIpengetahuan danIteknologi serta menghasilkanIintelektual, 
ilmuwan,Jdan/atau profesionalJyang berbudaya danJkreatif, toleran,Jdemokratis, 
berkarakterJtangguh, sertaJberani membelaJkebenaran untukIkepentinganIbangsa 
agarJmampu bersaingJdalam menghadapiJdampak globalisasiJdi segala bidang. 
KeberadaanIsuatu perguruanItinggi tidak hanyaImembentukImanusia beradab tetapi 
jugaImembangunIperadaban bagiIdunia (Arisandi, 2017). SeiringIberjalannya waktu 
tujuanIperguruan tinggiImengalami perubahanIyang sangat pesatIsekali terutama di 
Indonesia.JPendidikanItinggi tidak hanyaImengelola bidangIakademik saja, tetapi 
nonIakademik jugaJmerupakan bagian yangIwajib dikelola denganIbenar dan tertib 
olehHperguruan tinggi,Hdiantaranya adalahJpengelolaanJkeuangan. Tata kelola 
keuangan suatu lembaga pendidikan harus mampu menunjukkan 
pertanggungjawabanIatas pengelolaanIsumber dana yangIdiperoleh dalam bentuk 
laporanIkeuangan (Nurrahmah et al., 2014). 

UU Nomor 12 Tahun Tahun 2012 secara eksplisitImenyatakanIpembagian 
tatakelolaHkeuangan atau pendanaanHuntuk Perguruan TinggiHNegeri, yang 
menunjukkanJbagian tidakIterpisahkan dariIotonomi pengelolaanIperguruan tinggi. 
DalamIpasal Pasal 64 UUINo.12/2012 disebutkanIOtonomi pengelolaan Perguruan 
TinggiImeliputi bidangIakademik dan bidangInonIakademik. Dimana otonomiIbidang 
akademikIadalah penetapanJnorma dan kebijakanJoperasional serta pelaksanaan 
TridharmaJPerguruan Tinggi. SedangkanJotonomi bidangJnon akademik meliputi 
penetapanHnorma danHkebijakan operasionalHserta pelaksanaanHorganisasi, 
keuangan,Ikemahasiswaan, ketenagaan danIsarana prasarana.  

SejakJtahun 2012 di IndonesiaJkhususnya di lingkunganIPerguruan Tinggi 
NegeriItelah diadaptasiJtatacara pengelolaanIkeuangan untukImenunjang kegiatan 
akademikH(Tridharma Perguruan Tinggi),Hyaitu pengelolaanHkeuangan untuk 
PerguruanITinggi Negeri satuanIkerja (PTN Satker), PerguruanITinggi NegeriIBadan 
LayananIUmum (PTN-BLU) dan Perguruan TinggiINegeri Badan Hukum (PTN-BH). 
Masing-masingIPerguruan TinggiINegeri tersebut masih diIbawah satuIkementerian 
tetapiJmemiliki polaJpengelolaan keuanganJyang berbeda-beda. Masing-masing 
berusahaIselain untuk memberikanIdukungan pada pencapaianIkualitas pendidikan 
tinggiIyang terbaik, dalamIhal akuntabilitasIperguruan tinggiIjuga menunjukkan suatu 
kemajuanHpositif dalamHpengelolaan dana yangHditerima baik dariHsumber 
pemerintahJmelalui APBN/DJmaupun dari masyarakat (UU No. 12/2012, Pasal 83 
dan 84). KhususJuntuk PerguruanITinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dalam UU 
No. 12/2012 Pasal 89 point 3 memilikiIketentuanJtersendiri, yakni diaturJdengan 
ketentuanJmengenai bentuk danKmekanisme pendanaanKpada PTN-BH diatur 
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denganIPeraturanIPemerintah, dalam halJini PP No. 26/2015. DenganJdemikian, 
bagiJPTN-BH memiliki aturanHtersendiri dalam pengelolaanHkeuangannya, yang 
dibedakanHdengan PTN-Satker danIPTN-BLU. 

PengelolaanJkeuangan PerguruanJTinggi Negeri BadanJHukum (PTN-BH) 
sampaiJsaat ini belumIditetapkan adanyaIstandar pengelolaanIkeuangan yangIdapat 
digunakanHkhususnya yangHterkait denganHpenyusunan alirHkas operasional, 
pencatatan,Idan pelaporanIkeuangan akhirItahun anggaran. PeraturanIturunan dari 
UU No. 12/2012 yangIterkait dengan keuanganItelah diterbitkan adalahJPeraturan 
PemerintahG(PP) Nomor 26 Tahun 2015 TentangGBentuk dan Mekanisme 
Pendanaan PerguruanHTinggi Negeri Badan Hukum. Pasal 20 PP No. 26/2015 
menyebutkanIbahwa Laporan keuanganIPTN Badan HukumIdisusun berdasarkan 
prinsipIakuntansi yang berlakuIumum sesuai denganIstandar akuntansiIkeuangan 
yangIditetapkan olehJikatan AkuntanJIndonesia. Dari ketentuanJtersebut, PTN-BH 
memilikiIkewenangan untukImenentukan rujukanIdalam pengelolaanIkeuangannya. 

PenyusunanIlaporanIkeuanganIPerguruan TinggiINegeriIBadan Hukum (PTN-
BH) wajib mencantumkanWlaporan posisi keuanganW(neraca awal dan 
perubahannya),Hlaporan aktivitas,GlaporanHarus kas danKcatatan atasKlaporan 
keuangan  (PP No. 26/2015 Pasal 20). TetapiJstandar keuanganIyangIdipakai masih 
belumIditentukan secaraJpasti dan jelas.JApakahImerujuk padaIstandarIakuntansi 
keuanganJ45 tentangJPelaporanHKeuanganHOrganisasiJNirlaba (SAK 45)Jatau 
LaporanIKeuangan EntitasITanpa AkuntabilitasIPublik (ETAP). 

StandarIakuntansi yang akanIdigunakan menjadi permasalahanIPTN-BH dan 
memerlukanIkajian lebih lanjut dalamIpenelitian ini. Antara PTN-BHIakan lebih tepat 
berpedomanIpada standar akuntansiIPSAK 45 atau PSAKIETAP. Mengenai kedua 
standarJakuntansi keuanganJini sama-sama dikeluarkanJoleh OrganisasiJikatan 
AkuntanJIndonesia. SehinggaJhal tersebut menjadiJdilema pada PTN-BH terkait 
denganIpilihan yang cocokIdalam penerapanIstandar keuangan bagiIPTN-BH. 

BerdasarkanHpenjelasan itersebut, fokusWpenelitian iniWadalah terkait 
penggunaanIStandar Akuntansi KeuanganI(SAK) yang cocokIuntuk digunakanIPTN-
BH yangIdikeluarkan olehIIkatan Akuntan Indonesia (IAI). DenganIdemikian tujuan 
dariGpenelitian iniGadalah untukHmengetahui penggunaanHStandar Akuntansi 
Keuangan (SAK)Iyang cocok untukIdigunakanIPTN-BH. 
 

METODE 
PenelitianIini menggunakan metodeJpenelitian berupaJstudi literatur dengan 

mencariHreferensi teoriHyang relevan denganHtopik atau permasalahanHyang 
ditemukan.TPenelitian studiWliteratur adalahHjenis penelitianHyang persiapan 
pekerjaannyaHsama denganHpenelitian lainnya,Hnamun sumberHdan metode 
pengumpulanJdatanya dilakukanIdengan cara memperolehIdata dari perpustakaan, 
membaca,Jmencatat, danJmengolah bahanJpenelitian (Melfianora, 2019). Teknik 
pengumpulanJsumber risetHdalam studiHini adalahJmenggunakanJdokumentasi 
denganHcara mencari danHmenelah denganHseksama kemudianHmengambil 
kesimpulan dariItopik yang relevanIuntuk penguatanIterhadap kajianIyang dibahas. 
Menurut Melfianora (2019) mengemukakanIbahwa dokumentasiImerupakanImetode 
untukHmencari dokumenHatau data-dataHyang dianggapHpenting melaluHartikel 
koran/majalah,Jjurnal, pustaka,Jbrosur, bukuJdokumentasi sertaJmelalui perangkat 
elektronikIyaitu internet, yangIada kaitannya denganIpenelitian yangIdilakukan. Studi 



  
 
 
 

20 
 

literaturImerupakan caraJyang dipakai untukJmenghimpun data-dataJatau sumber-
sumberIyang berhubunganIdengan topikIyang diangkatIdalam suatuIpenelitian. 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

PengelolaaniKeuanganiPerguruaniTinggi Negeri BadaniHukumi(PTN-BH)  
Pengelolaan keuangan dalam suatuJinstitusi memerlukan suatuJaturan 

sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pelaksanaan keuangan. Sejak 
diterbitkannya PP 26/2015 mengganti PP 58/2013 sangat jelasIdinyatakan bahwa 
PerguruanJTinggi Negeri BadanKHukum yangLselanjutnya disebut PTN Badan 
HukumHadalah perguruanHtinggi negeri yangHdidirikan olehHPemerintah yang 
berstatus sebagaiJbadan hukum publikJyang otonom ( PP 26/2015). Sebagai suatu 
badanIhukum milikIpemerintah diperlukanIaturan mengenaiImekanisme pengelolaan 
danaIbaik penerimaanImaupun pengeluarannya.JSehingga istilahIotonom tersebut 
dapatHdibatasi denganHaturan pengelolaanHkeuangan yangHdikeluarkanHoleh 
pemerintah.  

Urutan peraturan terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan 
PerguruanJTinggiLNegeriLBadanLHukumL(PTN-BH),JterutamaLdenganLtataLcara 
penyediaan,lpencairanldanlpertanggungjawaban dana bantuan operasionaliPTN-BH, 
diuraikanidenganjrincildalamkPeraturanjMenterikKeuangankNomor 139/2015. Dana 
pada PTN–BH yang diberikan olehkpemerintah melaluikAnggaran dan Pendapatan 
BelanjakNegara (APBN) untuk penyelenggaraankdan pengelolaan pendidikan 
tinggi,jdisebut denganjBantuan PendanaankPTN Badan Hukum ( PMK. 139/2015). 
Sehinggaldana yangkdikelola olehkPTN-BH terdiri darijAPBN dan Non APBN. 
Danainon APBN meliputiiseluruh pendapataniPTN-BH yaitu yangibersumber dari 
dana selainianggaran pendapatan dan belanjawnegara danWdari anggaran 
pendapatan danIbelanjaInegara (Pasal 2. PP 26/2015). 

Dana yang bersumberjnon APBN meliputikpendanaanlyang bersumberidari 
masyarakat,jbiaya pendidikan,jpengelolaan danakabadi, usaha jPTN-BH, kerjasama 
TridharmaIPerguruan Tinggi, pengelolaanIkekayaan PTN-BH, anggaranIpendapatan 
dan belanjaIdaerah;Idan/atau pinjaman (Pasal 11. PP 26/2015). Pengelolaanhdana 
yang bersumberjdariknoniAPBNjdilakukan denganicara disusuniberdasarkan prinsip 
akuntansi yangiberlaku umum sesuaildengan standarLakuntansi keuanganLyang 
ditetapkan olehHikatan AkuntanJIndonesia. Sedangkan danaIyangkbersumberIdari 
APBN, AkuntansiJdan pelaporanJatas pencairanJBantuan PendanaanJPTN-BH 
dilaksanakanGsesuai denganKketentuan dalamKPeraturanKMenteri Keuangan 
mengenai sistemiakuntansi dan pelaporanjkeuangan pemerintah pusat (Pasal 12. 
PMK. 139/2015). Sebelum memperoleh sumberkdana tersebutKPTN BH harus 
membuat usulanKalokasi pendanaan yangKdibutuhkannya, untuk mendapatkan 
penyediaanianggaran sesuai denganiporsi kebutuhan yang akanidicapainya dengan 
membuat target kinerja,Kkebutuhan penyelenggaraankpelaksanaan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi, perhitunganksatuan biaya operasionalldan rencana penerimaan 
PTN BH (Sutini, 2019).  

laporan keuanganHPTN-BH terdiri dari 3 (tiga), yaitu laporan realisasi 
penggunaankBantuan Pendanaan PTN-BH, laporan kinerja danjlaporan keuangan 
PTN Badan Hukumjyang telah diaudit.  
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Tabel 1. JenisILaporanIKeuanganIPTN-BH 

No Jenis Laporan Dilaporkan Kepada 

1 LaporanIrealisasiIpenggunaan 
bantuan pendanaanIPTN Badan 
Hukum 

1. KPA 
2. Majelis WaliIAmanat 

(SetiapITriwulan) 

2 LaporanIkinerja 1. Majelis WaliIAmanat 
2. MenteriIKeuangan 
3. Menteri Riset, Teknologi, dan 

PendidikanITinggi 
(SetiapITahun) 

3 Laporan keuanganIPTN Badan 
Hukum yang telahIdiaudit 

(Sumber: pmk. 139/2015 Pasal 11) 

 
Laporan keuanganIPTN BadanIHukum disusunIberdasarkan prinsipIakuntansi 

yang berlakuJumum sesuai denganJstandar akuntansi keuanganJyang ditetapkan 
oleh IkatanJAkuntan Indonesia.KDimanaJlaporan keuangankPTN-BH terdiriJdari 
laporan posisikkeuangan (neraca),Jlaporan aktivitas,Jlaporan arus kasIdan catatan 
atasIlaporan keuangan danJLaporan kinerjakPTN BadanJHukum disusun secara 
sistematis, akurat, dan akuntabel (Pasal 20 Ayat 2. PP 26/2015). Dengan demikian 
dapat diketahuikbahwa laporankkeuangankPTN-BH harus mengikutikstandar yang 
sudah ditetapkan olehiIkatan Akuntan ndonesia. 

 
Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan di PTN-BH 

Sikap manajemenKterhadap penerapanKstandar akuntansi berhubungan 
dengan kepentingannyaKterhadap pengungkapanHinformasiKakuntansi yang 
menggambarkan kinerjaKfinansial dalam bentukKpelaporan keuangan (Lestari & 
Dewi, 2020). Tujuan laporanKkeuangan adalahKmenyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan,Kkinerja serta perubahan posisiKkeuangan suatu 
perusahaan yangKbermanfaat bagi sejumlahKbesar pemakaiIdalam pengambilan 
keputusanIekonomi. HalHiniKmerupakanLpondasi dasar dalamLmenyusun dan 
membuat laporanIkeuangan. DimanaILaporan keuanganJadalah suatu penyajian 
terstruktur dariIposisi keuanganIdan kinerjaIkeuangan suatu entitas (Dewan standar 
akuntansi keuangan, 2009). Laporan keuanganIharus memiliki karakteristikIkualitatif 
LaporanHKeuangan yaituHdapat dipahami, relevan,Gkeandalan, dan dapat 
diperbandingkan. Sedangkan menurut PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah,ILaporan keuangan disusun untukImenyediakanIinformasi yang relevan 
mengenaiIposisi keuangan dan seluruhItransaksi yang dilakukanIoleh suatu entitas 
pelaporan selamaIsatu periodeIpelaporan. Sehingga laporanIkeuangan suatuIentitas 
mempunyaiInilai dan memilikiJnilai yangIberguna untuk melakukanJmengevaluasi 
efektivitas danJefisiensiIsuatu entitasIpelaporan ( PP 71/2010).  

StandarIakuntansi keuangan yangIdikeluarkan oleh katanIAkuntan ndonesia 
(IAI) menjelaskanJterdapat duaIPSAK yang dapatIdigunakan untukImenjadi standar 
dalam menyusunIlaporan keuangan bagiIPTN-BH, yaitu PSAK 45ItentangIPelaporan 
KeuanganKEntitas NirlabaKdan PSAKJEntitas tanpa AkuntabilitasJPublik (ETAP). 
PSAK 45Jlebih jelas danKdigambarkan bahwaKentitas nirlabaKmemperoleh 
sumberdayaKdari pemberiKsumberdayaKyang tidakKmengharapkan pembayaran 
kembali atau manfaat ekonomi yangKsebanding denganKjumlah sumberdaya yang 
diberikan. KarekteristikIinilah yang membedakanIantara entitas bisnis dan nirlaba. 
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SedangkanJdalam PSAK ETAPJdisebutkan bahwaIterdapat LaporanILaba dan Rugi 
(Ikatan Akuntan ndonesia, 2009). SehinggaIlebih cocok untukIperusahaan yang 
merupakanKentitas bisnis.KSehinggaKsangat tidakKcocok bagi suatuKinstitusi 
pendidikan yangIjelas-jelas non profit.  

PSAK 45 melingkupi dengan jelasIbahwa laporanIkeuangan yang disajikan 
terdiri dariILaporan PosisiIKeuangan, Laporan Aktivitas,ILaporan Arus kas dan 
Catatan Atas LaporanIKeuangan. SehinggaImenyajikan suatu aktivitasHkegiatan 
maupun operasionalJyang sudah berjalanJdalam suatu periode, tanpaImemikirkan 
keuntunganIatau kerugian operasionalIdalamJsuatu entitas. Berbeda denganIPSAK 
ETAP yangIterdiri dari Neraca, LaporanILaba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, 
Laporan ArusIKas dan Catatan AtasILaporan Keuangan. PSAK 45Iperbedaannya 
sangat jelasIyakni merujukIpadaIkarakteristikIsuatuIentitasInirlaba. 

 
Tabel 2. PerbedaanILaporanIKeuangan PSAK 45 danIPSAK ETAP 

No PSAK 45 PSAK ETAP 

1 LaporanIPosisi Keuangan Neraca 

2 LaporanIAktivitas Laporan LabaIRugi 

3 LaporanIArus Kas Laporan PerubahanIEkuitas 

4 Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Arus Kas 

5  Catatan Atas LaporanIKeuangan 

(Sumber: PSAK 45 DAN PSAK ETAP) 
 

Laporan keuanganJPTN-BH di dalamnyaJtidak terdapat laporanJlaba/rugi, 
karena tujuanIdari PTN-BH adalahIbidang pendidikanIyang merupakanIwilayah non 
bisnis atau nirlaba. OrganisasiInirlaba merupakan suatuIorganisasi yang bersasaran 
pokokHuntuk suatu tujuanJyang tidak komersialJ(Marlinah & brahim, 2018). 
OrganisasiHtersebut walau tidakHberorientasi terhadapGlaba, tetapi juga 
membutuhkanIinformasi akuntansi karenaJmereka harus mempunyaiKanggaran, 
membayar pengeluaran-pengeluaranIuntuk keperluan operasional organisasiIserta 
urusan-urusan keuanganIlainnya. Sehingga dalam laporanIkeuangan yang disusun 
oleh PTN-BHJtidak mungkin memunculkanJkeuntungan ataupunJkerugian dalam 
menjalankanJoperasionalnya. Laporan keuanganIPTN-BH lebih menekankanIpada 
laporan aktivitasIyang menunjukkan gambaran dariJkegiatan-kegiatan operasional 
pada suatuJtahun berjalan (Salira, 2015). DenganJdemikian, yangJmenentukan 
bahwa laporanJkeuangan PTN-BHItersebut adalah ditentukanIoleh nilai dariilaporan 
aktivitas. Pada laporanjaktivitas ini dapat memperlihatkanjdengan jelasIkenaikan 
maupunkpenurunan nilai keuanganjPTN-BH yang bersumber dari DanaJTidak 
Terikat, Terikat Temporer, dan Terikat Permanen. 

Sumber dana tidakJterikat merupakan sumberIdana yang penggunaannya 
tidak dibatasiIuntuk tujuan tertentuGoleh pemberi sumber danaGyang tidak 
mengharapkanJpembayaran kembali (Manafe, 2020). Sumber danaJterikat temporer 
adalah sumberJdana yang penggunaannyaJdibatasi untukJtujuan tertentuJoleh 
pemberi sumberJdana yang tidak mengharapkanIpembayaranIkembali. Pembatasan 
temporerIadalahIpembatasan penggunaanIsumber dana olehIpemberi sumberIdana 
yang tidakImengharapkan kembaliIyang menetapkanJagar sumber danaJtersebut 
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dipertahankanIsampai dengan periodeJtertentu atau sampai denganIterpenuhinya 
keadaanJtertentu. 

Penyusunan laporan keuanganIharus menyajikan posisi laporanIkeuangan, 
berdasarkan PSAK 45, terdapat suatu perbedaanIpada laporan posisi keuangan 
padaIumumnya. Perbedaannya pada penyajianIposisi ekuitas yang terdiriIdari tidak 
terikat, terikat temporer dan terikat permanen. Posisi ekuitas iniJmenjelaskan 
pengkelompokanJsumber dana dariJberbagai macam klasifikasiJdana. Dengan 
dimikian padaJlaporan keuangan PTN-BH, ekuitasJtersebut menggambarkanJnaik 
turunnya suatu operasiJPTN-BH berdasarkan sumberJdana yang ada. Penyajian 
ekuitas padaJlaporan PTN-BH bagi stakeholder dapat langsungJmelihat dan 
memberikan suatuIkesimpulan atas kegiatanIoperasi yang sudahIberjalan. 

PenggantianJlaporan laba rugiJyang lazim adaJpada laporanJoperasional 
suatu entitas, padaJPSAK 45 di ganti denganJlaporan aktivitas. LaporanIaktivitas 
merupakanJgambaran secaraIluas mengenaiJkegiatan operasional yang berjalan. 
Dalam laporanIaktivitas tersebut terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu bentuk A, bentuk B, 
dan bentuk C, yakni: 

a. LaporanIaktivitasIbentuk A, menyajikanIinformasi dalam kolomItunggal, yang 
merupakanImemudahkan penyusunanIlaporanIaktivitas komparatif. Bentuk B 
menyajikanIinformasi sesuai denganIklasifikasi asetInetto, satuIkolom untuk 
setiapIklasifikasi denganItambahanIsatu kolom untukIjumlah. 

b. LaporanJaktivitasJbentuk B, menyajikanJpembuktianJdampak berakhirnya 
pembatasan pemberiJsumberdaya yang tidakJmengharapkan pembayaran 
kembaliWaset tertentuWterhadap reklasifikasiQaset neto bentuk B 
memungkinkanHpenyajianhinformasi agregat mengenaiHsumbangan dan 
penghasilanidari investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2011). 

c. LaporanIaktivitasIbentuk C, menyajikaniinformasi dalam dua laporanidengan 
jumlah ringkasanjdari laporan pendapatan, bebanjdan perubahan terhadap 
asethneto tidak terikat disajikangdalam laporan perubahan asetgneto. 
Pendekatan bentuk C ini menitikberatkankperhatian pada perubahan aset 
neto yangktidak terikat. Bentuk ini sesuaiHuntuk entitas nirlaba yang 
memandang aktivitasIoperasi sebagai aktivitas yangIterpisah dari penerimaan 
pendapatan terikatIdari sumbangan dan investasi (Ikatan Akuntan Indonesia, 
2011). 
Laporan arus kasImenggambarkan perubahan historisIdalam kas dan setara 

kas yang diklasifikasikanIatas aktivitas operasi,Jinvestasi dan pendanaan selama 
satu periode. LaporanKarus kas berdasarkan PSAK 45 dalam pelaksanaannya 
dibedakanLdengan 2 (dua) metode, yaituJmetode langsung dan. metodeJtidak 
langsung. LaporanIarus kasIsangat penting dalamIsuatu laporanIkeuangan PTN-BH. 
AdanyaHlaporan arus kas, maka operasionalJPTN-BH akan terlihat sehat atau 
tidaknyaIkegiatan operasional baikIaktivitas operasi,Iinvestasi danIpendanaan.  

Aktivitas operasi Tridharma PendidikanJTinggi pada PTN-BH adalahIaktivitas 
penghasilJutama pendapatanJPTN-BH (principalIrevenue-producing activities) dan 
aktivitas lainIyang bukan merupakan aktivitasIinvestasi dan aktivitasIpendanaan. 
AktivitasJinvestasi adalah perolehanJdan pelepasan aset jangkaHpanjang serta 
investasiKlain yang tidak termasukKsetara kas. Aktivitas pendanaanJ(financing) 
adalah aktivitasJyang mengakibatkanJperubahan dalam jumlah sertaJkomposisi 
kontribusi modal danJpinjaman PTN BH. Selain laporanJarus kas, dalam PSAK 45 
juga terdapatIcatatan atas laporanIkeuangan. Catatan atas laporanIkeuangan dalam 
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PSAK 45 merupakanKuraian kebijakan pengungkapanKyang diwajibkan yang 
menyebabkanIperubahan dalamIsuatu laporanIkeuangan yang disajikanIsehingga 
terdapatIpenjelasan yangImemadai. 

 
KESIMPULAN 

Hasil penelitian diJatas dapat terlihat perbedaanJdalam laporan keuangan 
antara PSAK 45 denganJPSAK ETAP, dimana pada PSAK ETAPJterdapat laporan 
laba rugiHdan laporan perubahan ekuitas, sedangkanIdalam PSAK 45 tidak ada 
laporanHlaba rugi danHlaporan perubahanHekuitas. Laporan aktivitas sebagai 
pengganti laporanKlaba rugi padaLPSAK 45. PSAK ETAP sangatKsesuai jika 
digunakanKuntuk menyusun laporanJkeuangan pada suatu perusahaan, yang 
bertujuanJuntuk mencari laba. Sehingga PSAK ETAP tidak tepatIdigunakan untuk 
penyusunanIlaporan keuangan PTN-BH yang karakterIdasarnya termasuk katagori 
karakteristikInirlaba.  

PSAK 45Jsangat tepat untukHdijadikan dasar rujukan dalamHmenyusun 
laporanHkeuangan bagiHPTN-BH yang memilikiJkarakteristik nirlaba, karena dari 
tujuanJdan karakteristikJmemiliki kesamaan dalamImemberikan informasi terhadap 
stakeholder. SumberHinformasi keuangan mengenaiHdana yang diterima serta 
penggunaanGpendanaannya pada PTN-BHGdapat diketahui melaluiGlaporan 
keuangan.IDana yang diterima olehIPTN-BH sangat beragamIsehingga perlu untuk 
melakukanIpengelompokan dana yangJditerima sehingga dapatJterlihat aktivitas 
yang terjadiHdi PTN-BH. PengelompokanJsumber dana menggunakanJPSAK 45 
terbagiJdalam beberapaJkategori yakni kategoriJtidak terikat, terikat,Jpembatasan 
temporer,Jdan pembatasanJpermanen. PenyusunanJlaporan keuangan PTN-BH 
denganIpembagian seperti iniHsangat tepat dilakukanHsebab tujuan laporan 
keuanganIakan mudah diterima jikaIdisusun berdasarkanIPSAK 45 untuk memenuhi 
kebutuhanIinformasi keuanganIbagiIstakeholders.  
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